LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
Nomor : 3 Tahun 1993 ; gerie : D ; Nomor : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 17 TAHUN 1992 '

TENTANG
’ SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
o SEXRETARIAT WILAYAH/DAERAH
DAN SEXRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MJAGELANG

DEIGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. behwa dalam rangka peningkatan kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan dan pelsksa
naan pembangunan di Daerah secara berdaya
guna dan berhasil guna, maka dipandang
perlu meninjau kembali Peraturan Deerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Megelang Ko
mor 7 Tahun 1990 tentang Susunan Qrganisa
si dan Tata Kerja Sekretariat yilayah/Dae
rah Kabupaten pDaerah Tingkat II Magelang

@D dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyst
Daereh Kabupaten Daerah - Tingkat II Mage
lang ;

b, bahwa peninjauan kembali hal tersebut bu
tir a Dberpedoman pada Keputusan Menteri
palan Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang
pedoman Organisasl dan Tata Kerja Sekreta
riat yilayah/paerah Kabupaten / Kotamadya
paerah Tingkat II, dan Sekretariat Dewan
perwekilan Rakyat Daerah Tingkat II ;

f - - e
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¢. bahwa selubungan hal tersebut butir a,
perlu disugun Peraturan Daerah Kabupa

ten paerah Tdngkat IT Magelang yang lLa
ru tertan: aul ya g sana.

‘ingat ¢ 1. Undang=-unuat, Nouor 5 Tahun 1974, ten
e tang Puknk-ptékok Penerintahan di n;arah

2. Undang-uncurg Nowor 13 Tahun 1950 jo pe:
retuwran peuerintah Nomor 32 Tahun 1950,
Leatany Feoabektukan [nernh~daerah Kabu
paten dalam lingkungan Propingi Jawa Te
ngah

3. Keputusan JIresiden Republik Indonesia
yonor 15 yahun 1984 tentang susunan or
ganispei Departemen sebagaimana telah
diubeh teraknir derpgan Keputusan Presi
den kepuolik Indoresia Nomor 42 Tahun
1991 ; e 1

4. Keputusen Menteri palam Negeri louor
362 takua 1977, tertang pola Qrganisasi -
. Pemerintah Maerah can yilayah ;

5. Keputusan Merteri Inlan He,geri Nomor 22
Tahun 1986, tentang Qrganisasi dan Tata
Kerja Depurtemen Dalan Negeri ;

6. Keputusai penteri pnlam Negeri Nomor 28
Tauun ‘19%«, tentang Pedoman Qrganisasi
dan Tata Kerja sckretariat wilayah/ime
rah “abupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
iI don pekratariat pewan perwakilan Rak
yat [merah Tingkat II ;

7. Peruturan Daarah Kabupaten pnerah Ting
kat 11 Magelung Nemor 7 ‘fehun 1990 ten
ten, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
gekretariat yilayah/paerah Kabupaten Da
esah Tingkat IT Magelang dan sekretari

. at powan pervakilan Rakyat Dnerah Kabu-
paten paerah Tirgkat IT Magelang.
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Hﬂmpﬂrhatikan : pembicaraan-pembicaraan dalam sidang-si

dang Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabu
paten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rak
yat paerah Kabupaten Daereh Tingkat II
Magelang.

MEMUTUSK AN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING

KAT II MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGAHISA
SI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/D:
ERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT:W II MAGE
LANG DAN SHXRETARIAT DEWAN PERWAKILAN .
- RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAZRAH  TINGKAT
II MAGELANG., °

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

b.

de.

. Bupati Kepala Daerah adalah Bup&ti Kepala Daerah Ting
kat II Magelang;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daeral
Tingkat 11 Magelang ;

paerah adeleh Kgbupaten Daerah Tingkat IT Magelang ;

o

pewan Perwekilan Rakyat Daerah adalah Dewan Pervakil
an Rekyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

gekretariat wilayah/paerah (SETWILDA) adalah sSekreta
riat. wilayah/pDaerah Kabupaten paerah Tingkat II Mage

lang ;
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f. gkretaris wilayah/ maruh ( uAKWILDA ) adalah sekr-eta.
i-s Wilayah/paerah [abupaten peerah Tingkat II Mage
g, S |

g. As:sten Sekwilda adalah psistan gekretaris yilayah/Da
ere. Kabupaten paerah Tiuguut I1 Megelang.

h. gerretariat pewan perwakilan Rekyat paerah (SETWAE)
adelah Sekretariat dewan pervakilan Rakyat Daerah Ka
buwaten paerah Tingkat TI Mageleng.

i, secretaris pewar perwakilan Rakyat Daerah(SEKWAN) ada
_ah Sekretaris pewea Perwekilan Rakyat Daerah Kabupa
-en Daerah Tinglat Il Magelang.

j. Telompok jabatar fungsiounal adalah kelompok yang ter
éiri dari beberapa jebatan yang tidak termasuk jabat
ar struktural yaitu jabatan - jabatan yang bersifat
testnis atau fasilitetor.

k, peraturan paerah edalah Peraturan Daerah:Kabupaten D=
erah Tingkat IT Magelang. '

BAB TI
SEKRETART.T WILAYAH/D/ERAH
s I

Bagian pPertama

Kedudukan, Tughs Pusok den Jungsi ' .

pasal 2

(l)._aakratariatiuilnjah/m&rah,' .ytng selanjutnya dising
+kat Setwilda, adulsh unsur stef yang berada dibawah -
dan bertangguhg jawab ‘langsung kepada Bupati Kepala
paerah, R g%y s

i

(2) setwilda dipimpin oleh seorang sekrotaris Wilayah/pa
erah, '

P&Bal 3' gsssesansh
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Pﬂaal 2
twilda nempunyai tugas membantu Bupatj Kepala Da
Ernh.&:l:n ualakunggzan tﬁgaa paknk penyeclenggaraan Pe

' - nerintahan, pelaksanaan Penbahgunan’ dan penbinaan Masya
rakat serta peabihaar aduihiptrasi, organisasi dan Tata
laksana serta meuberikan pelayanan teknis adninistratip
kepada seluruh perangkat paerah dan Instansi vertikal,

" pashll. 4’
tuk narwelan garel: an 'bl.igaa terscbut pada Pasal 3

sﬁtw da maqpuqyai ungﬁ*ln R
]{nordlnasn. gtaf toerhodap se*ala, lcegiatan yang dilaku

©-  kan oleh perangkat wilayah / Dnerah Tingkat IT dalan
7" rangka penyelenggaraan aduinistrasi Peuerintahan ;

1.E.-Penbinaan penyelenggaraan Peuerintahan dalan arti oe

'_---'\—_ ..:IL

bl "Laubaga

+-ngunpulkan dan nenganalisa data, uerunuskan progran
dan petunjuk teknis serta menantau perkeuuangan pe
nyalanggaraan Pamerlntahnn ; -

.c.-Pemblnaan.pelﬂkaanaan Peiabangunan dﬂlam arti aenguo

. “pulkan danxmanganaliﬂﬂ data, merunuskan prograz dan

' patunauk-teknla serta. memantau perkenbangan penye
lenggaraan penbangunan dan perekonomian.;

d, penbinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan
mengahalisa ﬂutﬁ? merumiskan prograh Wan petunjuk .
telmis serta memantay’ parkémhungun penyelenggaru_n -
pembangunan dan pereknnnmiun .

e. Penbinaan adninistrasi;” " Organisasi dan Tata Laksana
garta meaberikan pelayanan teknis adninistratip kepa

da peluruh perangkat Daerah, Perangkat wilayah admi
“nistratip dan Inatanai vertikal ; _

f. Koordinasi erumuaan Paraturan perundang @ undangan
dan pamhinagn Hukun yang menyangkut tugas pokok Peme
-~ rintahan di' paerah dan penyusunan aAnggaran,

ge Melaksanakan hubungan uaaynrakat dan hubungan antar-

Bﬂ.giun. Srsesssrstiiseas
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Bagian Keuua,
Organisasi Setwilda

rasal 5

(1) susunan Qrgenisasi getwilda terdiri dari 3 ( tiga)
psisten dan 14 (eupat beles) pagian dan dibantu ke
lonpok Jabatan Fungsional yaitu ;

a. Asisten
1, psisten pata praja (Asisten I)
2. Asisten ;Jdrinistrasi perbangunan (Asisten II) ‘
3. Asisten pdministresi (Asisten III).

b. Bﬂgiﬂn H

1. Bﬁgi&n Taba Penﬂrir.tahan
2. Bagian Fenerintuhan Desa
3. Bagian Ketertiban ;

5. Bagian Hubungan pMesyarakat ;
6. pagian perckonunian ;

7. Bagian Penyusunan rrogranm ;
8. Bagian Sosial ;

9. Bagian Lingkungan Fiaup,
10. pagian Kepegawaian
11, Bagian Keuangan ;
12, pagian (Qrganisasi ;
13, Bagian perlengkepan ;
14. B&gi&ﬂ Unun.

c. Kelompok Jeabatcn Fungsional,

| wWe

(2) Asisten scbagei.ena tersebut pada ayat (1)pasal ini
berada dibawan aan Lertanggurg jawab langsung kepa
da gekretaris wilayah/pacrah j

(3) Bagian dipinmpin oleh seora.g Kepala pagian yang ber
ada dibawah dan bertanggung Jawvab langsung kepada
Asisten gekwilda.

(4) sub Bagian dipinpin oleh georang Kepala Sub pagian
yang berada dibawah dan bertarggung jawab langsung
kepada ¥epala Bagian,
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Pasal 6
Asisten Tata Praja mempunyai tugas melakukan peubi
naan penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertiban dan neng

koordinasikan perunusan peraturan parun:lung undangan

gserta hubungan masyarakate
basal 7 :
Untuk nenyelenggurakan tugas tersebut pada pasal 6
Asisten Tnt,a Praja motpunyad fma{,rﬂi :

Qe Marunuskan bahan kahijakaa.nn.nn penyusumn Prngran:

.Teknis serta uemntau penyelenggaraan
Penerintallnn

be Melakukan Kucrdinaai kegiatun penyelenggaraan Pene
rintahan ;
Ce I{{w Kuord:.nasi adninistrasi dan pentinzan

M un bahan kebi jaksanaan  dan koordinasi. peruzus
= an aturan PGrund&]ng-undangan ;.

A8k anakan hubungan nasyarakat dan hubungen antar
ga ;

Pasal 8
Asisten Tata Praja Setwilda‘terdiri dari :
Dagian Tata Penerintahan ;
Bag:.an Penerintahan Deﬁa ; -
Bagian Ketertiban ; = . ..
Dagian Hukun ;
Dagian Hubungan Hﬂ.ayarakat.
Pasal 9

DBagian Tata Penerintahan oenp tugas nel.ksana
kan penyusunan progran dan petunjuk teknis penbinsan pe
nyelenggaraan Penerintahan Unun, Ketertiban,  pembinnan-

PP‘?FE’

Perangkat Wilayah/Merah, Adninigtrasi Kependuduken ser

ta perkataan. " o

H '. - L PﬂBnl rlul~htt-.-

2353 AT it I8 5= g
- Lie 1 S

TR 1
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Patal 10

_ Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungei : "
a. Mengumpulkan bahan pembinaan Koourdinasi Instansi ver
tikal oleh Kepala yilayeh dalan menyelenggarakan pe

merintahan dan penyusunan renceana program dan petun
juk teknis pembinaan prasarena fisik pemerintahan ;

b. Mengumpulkan babhan Jan menganalisa data serta wenbe
rikan pertimbangan celan rangka pembinaan perangkat

yilayah/pacrah ; ©

Mengu n bahan penyusunan pedoman dan petunjuk-

teknis peabinaan administrasi kependudukan ;

d, Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk'
teknis pembinaan perkotaan ; .

Cs

rasal 11
Bagian Tata pemerintahan terdiri dari : = -

a. Sub Bagian Tata pemerintahen Umun ;
b, Sub Bagiah perangkat yilayah/paersh ; ' .
c. Sub Bagian Administrasi yependucukan ; ‘

d ., Sub pagian perkotaau.

pasel 12 ”
(1) sub pagian Tata Jenerintahan [nun i tugas
mengunpilkan buahan penyusunan pedoman dan petunjux
teknis pembinsan penyeienggaraen Pemerintahan, pena
taan dan pengewsbangan yilayah gerta peningkatan sua
ber pendapatan daerah j

(2) sub pagian perangkat yilayan/Ix erah mempunyai tugas
mengunpulkan dan mengelola bahén pembinaan,pencalon
an, pengusulan, nengangketan can pemberhentian pe

rangkat Wilayah/paevah,
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(3) sub pagian Adninistrasi kependudukan mempunyai tu

gas mengunpulkan bahan penyusunan pedoman dan petun
juk teknis peubinaan administrasi kependudukan ;

(4) sub pagian perkotaan newpunyal tuges wmengunpulkan
bahan penyusunan pedouan dan petunjuk teknis pembi
haan perkotaan yanhg neliputi penbinaan status kota

Adninistratip, prasarana figik penerintshan Kota,
Kerja sama antar kota dan penbinaan Latas wilayah

kota.

Pasal 13

Bagian Penerintahan Desa nenpunyai tugas melaksana

kan penyusunan pedonan dan petunjuk teknis peabinaan pe
nyelenggzaraan Tata Pemerintahan Desa/(elurahan, pengen
bangan Desa/Kelurshan dan Lembage Desa/Kelurahan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pozal

13, Bagian Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

a, Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis penbinaen tata penyelenggaraan penerintahan
pesa/Kelurahan ;

b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoaan dan petunjuk
teknis penbinaan pendapatan dan kekaysan Desa/Kelu
rahan ;

Ce mngm:pulknn-bahﬁn penyusunan pedonan dan petunjuk
teknis penbinsan Perangkat dan Adninistrasl Pecerin
tehan Desa/Kelurahan ;

d. Menguwpulkan bahen penyusunan pedoman dan petunjuk
Eaﬂeknin penbinaan pengeuwbangan Desa dan pendbinsan Len
& De=Bsa. :

Pasal 15
Bagian pemerintahan Desa terdipri dari ;
a. Sub Bagian Tate Peuerintahan Desa.

Dipindai dengan CamScanner
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b. Sub pagian perangkat dan Adninietrasi pesa ;
b, Sub Bagian pengembangan dan Jemtaga Desa ;
¢. Sub pagian pendapatan dan Kekaysan pesa ;

L]

\ pasal 16

1) sub pagian Tata Pemerintahen [esa mempunyai tugas
menguupulkan bahan penjusunan pedoman dan petunjuk
teknis penbinaan ponyelenggarasn pemerintahan pesa/
Kelurahan ;

(2) Sub Bagian Perangkat dan pdmninistrasi pesa mempu
nyal tugas mengunpulkarn bahan penyusunan pedonan ‘
dan petunjuk teknis pembinaan ferangkat dan Adminis

trasi peuerintauan pesa/Kelurakan j

(3) sub Bagian pengembangan Gan Lenbega Desa mempunyai
tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan pe
funjuk teknis pembinaan pengembangan Desa/Kelurahan
termasuk pembertukan, pemecahan, penyatuan dan peng
hapusan Desa / Keiurahan serta pembinaan dan pengen
bangan Jembaga Desa ; '

(4) Sub Bagian pendapatan dan Kekayean Desa nenpunyai
tugas mengumpulkan bunan penyusunan pedonan dan ps
tunjuk teknis pembinaen keuangan, kekayaan dan pen
dapatan Desa/Kelurahan , ,

pasaal 17

paglan Ketertiban mahpwqi tugaﬁ melak sanakan pe ‘
nyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertib

an umunm dalan penyeleaggaraan pemerintahan dan pembina
an keagrariaan, :

pasal 18

Untuk menyelenggaraxkan tugas tersebut pada pasal
17, Bagian Ketertiban mempunyai furgsi ;

a. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis
penbinaan polisi Furong Praja ; '

Dipindai dengan CamScanner
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b, nanﬂunpulitnn bahan pendataan dan projras di bidesg
ketertiban ;

¢. Menguapulkan buhan penyusunan pedonan dan petunjuk
teknis penyelengparaan ketertiban di wilayah ;

d. Menguapuikan bahan penyusunan pedooan dan petunjuk
teknis peubinaan perijinan ;
d, Nenguapulkan bahan penyusunan pedouwan dan petunjuk
teknis peubincan Keagrariaan sepanjang menjadi vewe
@  nang Kepala wilayah

pasal 19
pagian Ketertiban terdiri deri ;
a. Sub Bagian Bina Ketertiban ;

b, Sub Jagian perijinan ;
¢. Sub Bagian Keagrariaan.

pasal 20
(1) 3ub Bagian Bina Ketertiban nempunyai tugas mengua
pulkan behan penyusunan pedoman dan petunjuic tek
nis peubinsan ketertiban penyelenggaraan peserine-
tahan den polisi Panong Praja.

(2) sub Dapien Perijinan nempunyai tugas nenguapulkan
bahen penyusunan pedouwan dan petunjuk teknis peabi
naen Ketertiiban dan Legalitas Perijinan ;

. (3) sub ﬂiﬁn Keagrarican penpunyai tuges oenguupul
kan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penbinsan Keagrariaan yang menjadi vewvenang Kepala

Wilayah,

pasal 21

Dagian Hukus wempunyai tugas wolaksanakan dan

nengkoordincsiken perunusan Peraturan perundang-undang
an, telaohan hukun, uweuberi bantuan hukua, neupublike

sikan dan pendokunentasiken produk-produk hukua,

Dipindai dengan CamScanner
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Paaal 22
tntuk menjjn,'l,apkan tupas A{erscbut pada pasal

21, parian Hukuu uempunyal funeai
a"ﬁangkunrdinasiks.n perunusan vertturan paerah dan ge

putusan pupati gepala yeoarah ;
s Henala:nh dan mengevaluasli pelaksanaan Poraturan per

undang-ufdangan dan uenyiapkan bahan Raneangan per

aturan panerah ;

¢. Menyiapkan bahan pertirbalen can bantuan hukua ke ‘
pada senua unsur penerintah marah atas masalah hu
kym yang tinbul daian pe.takaanasn tugas.

d. Menghimpun pepraturan per Jndmg-undangan pelakuken
publikasi produk hukum dan melukukan pokunentasi

hukun,

| pasal 23
! : nagian Hukun terdiri dari ,
2. Sub Bagian peraturan perundeng-undangan ;

bs gub pagian Bantuan Hukum ;
c. Sub pagian pokunentasi Hukur,

pasal 24

(1) sub pagian peraturan " perundang ~undangan menpunyai
tugas mengkoordinasiken porumusan Rancangan per

aturan perundang-undangan, nenclash dan mengevalua .
sl pelaksenaaluiya ;
(2) sub pagian pantuan  jukum reupunyai tugas mengumpul

kan bahan dalau penyelesaiun nasalah hukun dan pe
layanan bantuan hukum ;

(3) sub pagian pokuwentasi Hukui rebpunyai tugas pela
kukan du;unan&api dan publikasi produk - produk hu
kun, nanarbiﬁkﬂh Lembaran Dacrah gerta nengatur

: penyebaran dukuum hukun. -y
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Pasal 25

Bagian Hubungan Masyarakat nenpunyai tugas melaksa
-nakan Peabinaan Hubungan Masyarakat guna uwcuper jelas
kebi jaksanaan ' Piupinan pewerintah pacrah.

pagal 26
Untuk uenyolenggarakan tugas tersevut pada pasal 25
‘Peraturan paerah ini, pagian‘ Hubungan Masyarakat neupu
nyai fungsi 3 r i '
a. Menguupulkan bahan penyusunan pedoian dan petunjuk
teknis penbinaar dan pelaksanaan thungan nacparzkat,

b, Melakukan hubungan antar Peuwerintah pacrah dengan wa
syarakat unun dan organisasi kemasyarakatan untuk nen )

perjelas kebijakan dan kegiatan peuerintah pmerah ;

c. Melaksanakan Inventarisasi dan dokuuentasi serta dis
tribusi bahan-hahan penerbitan, |

 Pasal 27 _
Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :
a., Sub Bagian Pengumpulan Informasi ;
be Sub Bagian Pemberitaan. '

pasal 28

(1) sub pagian ‘Informasi meopunyai tugas ﬂangunpﬁlkan
dan uenganalisa informasi untuk bahan kebijakan Pin
pinan Peuerintah Daerah, dan nelakukan perekanan, pe

nya jian data dan paueran j; _
(2) Sub Bagian Penberitaan nenpunyai tugas nclakukan peo
beritaan baik melalui mnedia cetak maupun nedia elek

tronika pguna momper jolas kebijekan piopinan Penerin

tah pacrah, mnendistribusikan bahan-bahanpenerbitan-
serta pﬂuﬁinﬂ&n radio siaran Peuworint paerah

(RSPD).
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Pascl 29
Asisten pduinistrasi peabangunan. getwilda,neupunyai
tugas melaksanakan penyusunau pedoman dan petunjuk tek
nis penbinaan peleksansan pewbwngunan, perekonomian Dae-

reh, penbinaan naayaralcat/maajunteman rakyat dan ling
kungan hidup.

pasal 30

Untuk nenyelengearekan tugas lersebut pada pasal 29 °
peraturan paerah ini psistea  dninistrasi penbangunan -
nenpunyai fungsi : Q
a. Mengkoordinasiken penyusunan prcgram dan petunjuk tek

nis penbinaan penbangunar Imerch, Ppenbangunan antar
peerah dan antal gektor,pcaberian bantuan dan pelayan
an sosial ;

b. Mengkoordinasike. penyusunen progran dan petunjuk tek
nis penbinaan dibidang peningkatail produksi pertenian
industri, pertambaugan daun energi, pariwisata, kopers
si, perusahaan dan perbinkan daerah dan transportasi;

¢, Mengkoordinasikan penyusunan progran dan petunjuk tek
nis pembinaan penberian tantuan dan pelayansn di bi
dang Kesehatan nasyarakat, lntanugu ker jdan dan trens

nigrasi ;
d. Mengkoordinasikan pcnjuaunan prugram dan petunjuk tek

nis pembinaan dibideng Apaua,  Pundidikan dan kebudayaan
an;

e. Mengkoordinasikan penyusunau progran dan petunjuk tek .
nis penbinaan dibiCang linqk-.mg;m hidup-» e

pasel 31 i iy ¥
a Asisten pdmaaistrasi Poﬂ'l‘unglnmn terdiri dari ;
a. Bagian perckonowisn ; -
b, Bagian penyusunan Progran ;
c. Bagian gosial H
d. Bagian Lingkungan :Iidup.
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Pasal 32
pagian Pareknnuuian nunpumrai tugna melaksana.kan
dan nengkoordinasikan penyusunan pedouan dan petunjuk

teknis penbinaan serta nenonitor perkeubangan dibidang
sarana perckonomian dan peningkatan produksi.

Pasal 33
tntuk nenyelenggarakan tugas tersebut peda pasal
32 peraturan Daerah ini Baginn Perekonouian neupunyal
fungsi

a. Mengunpulkan bahan penyusunan. pedonan dan petunjuk
tcknis penbinaan-dibidang produksi pertanian, indus
tri, pertenbangan dan energi, ﬁarta keparivisataan;

b, Mengunmpulkan bahan penyusinan- pedouan dan petunjuk
teknis penbinaan di bidang perknparas:.an dan perkre
ditan dan permodalan ; - ‘

c. Mengunpulkan bahan penyusunun 'pedoaan dan petunjuk
teknis penbinaan di bidang perusnhaan den pc.ruc-.nkg—.n

Daerah ;

d. Mengumpulkan bahan " pan}"uaunan pedonan dan petunjuk
teknis penbinaan dibidang transportasi dan koouniks .
si _

Pasal 34
Bagian Perekononian terdiri dari ;

@e Sub pagian Produksi Ducrah Bidang 1I ;
b, Sub Bagian Produksi Ducvrah Bidang II .

Pasal 35
(1) sub pagian pProdukei pacrah pideny I _ Leupunyai tu
gag nengunpulkan balian penyuwsunan pedolan dan pe
tunjuk teknis peubinaan pepingkatan di bidang pro
dukci pertanian, pefarnakan, perigarar, porkebunan
insdusiri dan tran. ortusi ;
(1) SUb. ceeenase
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(2) sub pagian produkei prneran Jidung II meupunyal tu
gas nenguupulkan bahur penyusunan pedouan dan pe
tunjuk teknis penbinaan di bidang produkgivpértan
bangan, energi dan penceubeigan kepariwisatasdn, pe
rusahaan serta koperasl den perbankan dacrah,

pasal 26

pagian penyusunan progl'rt uempunyai tugas nelaksa
nakan dan nengkoordii.sikan penyusunan pedonan dan pe
tunjuk teknis penlianan eerta pengendalian aduninistra .

si penbangunan,

Fasel 37
tmtuk nenyelenggarakai. tugas tersebut pada pasal

36 peraturan Daerah ini pagian Penyusunan Progran oeo

punyei fungsi .

eg. Menguopulkan bahan xcordinasi dan penyusunan pro
gran tahunan peubzngunan daerah ;

b, Melakukan pengendalian adninistrasi penba.ngunep
yang dibiayai APBD, beatuan pembangunan dan dana
penbangunan lainnya ; :

c. Menguopulkan bahan dar nengadninistrasikan progran
bantuan penbangunan dari paerah Tingkat I, Penerin
tah pusat dun bantuan pihak ketiga ; |

d., Melakukan analisa dea evaluasi peleaksanaan pembe |
ngunan, |

pacal 3b

Bagien Penyusunan prograun terdiri dari ;

a. Sub Dagian Pregran Kecja j

b, Sub Dagian pengendalian j
c. Sub pagian pelaporan.

pasal 39

1) sub Dagian prngrm‘xur a ne al tugas nenguopul
) kan bahan dan nungkmrsimnﬂm penyusunan progran
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penbangunan pacrah dan welukukan n.duiniutrnai bantu
an’ pambangmmn.murnh.

(2}' Sub pagian angundalim uéupunyal tugas ne
kan bahan penyusunan pedoman, dan petunjuk aknia

penbinaan pelaksanaan puuhangunun dan peng,endz.linn
.. nhya ;
(3) sub Bagian l—“elapnran nempuhyai tugas uangunpulkan
bahan ‘dan uelakukar analisa dan evaluasi pelakeana

an penbangunan aarto. nanyiapknn bahan penyusunan.
laporan. RE

4 ., -Pasal 40
pagian - .soaiai mewpunyai tugas neleksanakan dan
nengkaurdimslkan penyuaunan progran dan petunjuk tek
nis penbinaan serte mepantai pemberian Lantuan dan per
kembangan kegiatan palayanﬂn sogial,

Pasal 41

Unt-uk nenyelenggarakan tugas tersebut pada pesal
40 peraturan merah ‘ini, pBagian Sosial meopunyai fungsi

B uengumpull-mn bahan penyusunan pedouan ¢an petunjuk
teknis' penbinaan di bidang Kesajahteraan Rekyat ;

b. Mengkoordinasikan dan nenantau pelaksanaan pemverian
bantuan di bidang pelayanan dan bantuan sosizl ;

¢. Menguupulkan dan mengolah data serta nenyispkan saren
da.: pertiubangen dalam peningkatan kese jahtersan rek
yav j

d., Menpzuupulkan dan mnengolah data serta menyiapkan ba
han penyusunan pedonan dan petunjuk teknis penbinaan
di pidan; agama, dan Sosial Budaya ;

e, Menguopulkan dan nmengolah data serta uenyiapkan ba
han penyugunan pedonan dan petunjuk teknis pembinaan
di Lidang pendidikan, Cenerasi Muda, Q(lah raga dan
peranan vanita serta ketenaga kerjaan,
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: Pastl 42
mgian shsial terdiri dari T

a. b pagian Kesejahteraan j
~ bs Sub pagian pgama, pendilikan dan Kebudayaan ;
¢s. &b Bagian penuda, Olah Raga dan perwnan Wanita,

pasal 43

(1) sudb Bagian Kescjanteraan nompunyai tugas mengumpul
kan bahan penyusunan pelonan dan petunjuk teknis ‘
. pemdbinaan di tidang bantuan gSosial, bencana dan usa
ka-usaha untuk meringkatkan kesejahterean nasyara
; keluarga berencal.a din transmigrasi ;

(2) sud Bagian pgawa,pendidikan dan Kebudayaan nenmpunyai
tuges nmengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan pe
tunjuk teknis peubinaan di bidang Agama termasuk
urusen haji, serta pendidilkan dan Kebudayaan ;

f3) sub 3agian pemuda, nleh jaga dan peranhan Wanita men
punyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman
dar petunjuk teknis pembinuan di bideng kegiatan pe
ouda, OQlah Raga dan Perana'l Wanita serta ketensgs
ker jaan,

Pasal 44

° Bagian Lingkungan Ifidup nempunyai tugas pelaksama
kan dan mengkoordinasiken pchyusunan pedoman den petun
Jjuk teknis pembinsan lingl.ungaa hidup.

pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal
44 Peraturan Daerali ini, DBaglaa ILingkungan Hidup menpu
nyal fungsi ;
a. Menguopulkan haklan ,:anyuaunnn pedomn dan petunjuk
teknis penbincan ANDAL ;
b. Menguwpulkan dan uwengolah data, mengkoordinasikan ke
giatan dalam rengka penyuaunin program pembinaan per
wvujudan lingkungan pemukinan pedésaan,
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¢. Mengumpulkan dan mengolah data, mangkoordinahik&ﬂ kn
giatan dalam rangka penyusunan prograi. penbinaan:per
wujudan lingkunggan perkotaan ; Laeganed 4% Lo

d. Mengumpulkan dan mengolah data, nengkoordinasikan ke
glatan galan rangka penyusunan progran dan pet-unjuk
peabinaan penanggulangann pencenaran lingkung

pasal 46
Bagian Lingkungan Hidup terdiri dari ;

a. Sub pagian ANDAL ;
b, Sub Bagian Penanggulangan Penceuaran.

pasal 47 .
(1) Sub Bagian Andal wmenpunyai tugas mnenguopulkan ba
han penyusunan pedonan dan pefunjuk teknis penbina’

an dan pelaksanaan analisa daupak Iiﬁgkungan :

(2) sub Bagian Penanggulangan Penceuaran uempunyai tu
gas uengunpulkan bahan penyusunan pedouan dan pe
tunjuk teknis penbinaan dan penanggulanzan pence
paran lingkungan untuk perwujudan lingkungan yang
serasi dan Eahat.

:hv Pﬁﬁ&l 48

Asisten Adninistrasi Sekwilda nenpunyei tugas ne
laksanakan dan peubipa, Organisasi dan Tata Laksama, Ke

......

pegawaian, Keunngun,‘Pa:;engkinn, Katutuusuhann. Kear

sipan dan Rumah Tangga , ~ ¥
Lies Paaal‘ "1'.49
Untuk nengylenggarakan tugas terseout pada Pasal

48 peraturan Daerah ini aaibtﬁn Adniniatr&ai ucapunyai
fungsi ;
a. Melaksanakan koordinasi panyuaunan padonain  dan pe

tunjuk paubinaan.kapegauninn aarta tnta urusanjﬁepaf

gavaian ; ul . ]

b. Melaksanakan Koordinasi panyuaunan progran anggaran
dan pengelolaan aduinistrasi keuangan.

L e

-

i .
)

e i

v 3
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¢. Melaksanakan koordin.si penyusunan pedonan dan pe
tunjuk teknis peubinamu Organisasi dan Tata Laksana

d. Melaksanakan urusan Rumah fangga, Tata Usaha dan ke
» - " arsipan, protokol den pszilengkapan.

pasul 50
. Asieten pduinistrasi terdiri dari ;:
“+.d. Pagian Kepeg,a_ﬁaiqu 3
b. Bagian Keuangal ;
¢, Dagian Qrganisasi ; G
d. Bagian perlengkapt. ;
€. Dagian Uouu.

" rasal 51

pagian Kepegawaian .ﬂl:#mpl..n}'ai tugas nelaksanzkan
pengelolaan adninistrasi kepegawalar, penyusunan pro
gran dan petunjuk pewubinaan dan pengenbangan kepegawzi
an’ serta nelaksenakan nvtisi pegawai dan tata uszhs ge
pegawaian,

rasal 52 |
pntuk penyelenggucakan tugas tersebut pada pasal
51 peraturan peerah ini, pBagian Kepegawaian nempuny=ai
fungsi ;
a. Menguopulkan dan mengolau Jata serta menpersiapkan
peraturan perundiag-undangan di Bidang Kepegawaian;

b. Mengunpulkan buhan pelaksunsan Ujian Dinas dan pen
berian pengharguan dan tanda jesa ;

c. Menpguopulkan dan nengolah data serta nenyiapkan pe L
nyusunan progran dan potunjuk teknis peubinaan dan ¢

pengenbangan karier peogawal serta penyelenggaraan
pendidikan dan latihan pegawvai ;

d. Melsksanakan dan pengolah mutaei dan tata usaha Ke
pﬂgﬂuﬂiﬂno

ARt YL
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Pasal 53
pagian Kepegawaian tgrdiri dari ;

a, Sub Dagian Uuun Kepegawaian ;

b, Sub Dagian Mutasi Pepawai ;

¢, Sub pagian pengenbangan pepawvai ;
d. Sub Dagian piklat pepawai.

Pusal 54

(1) sub pagian Unun Kepegawaian wpempunyai tugas nenguu
pulkan bahan peubinaan kedudukan hukuu pegawai dan
wenghiupin peraturan Perundang-undangan Kepegawalan
serta penyelesaian administrasi pealerhentian dan
pensiun Pegawai ; .

- () sub pagian Mutasi Pegawni meupunyai tugas melakukan
- penyelesaian adninistrasi kepangkatan,gaji, pensiun
dan nutasi kepegawaian lainnya ;

(3) sub pagian Pengeuwbangan Pegawai meapunyei tugas ue
~ nguopulkan bahan penyusunan perencanaan pegawai, oe
nyusun fornasi serta. pemberian penghargean dan tan

da jasa serta pembinaan mental pegawai ;

(4) sub Bagian Diklat pegawail mempunyai tugas uenguopul
kan bahan penyusunan prograi Pendidikan dan pelatih
an jparatur/Kepegawaian dan penyelenggarsan pelatih

,an, pengajaran, ujian dinas dan latihan prajalatan.

Pasal 55

“pagian Keuangan nenpunyai tugas wselaksanakan dan
nengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan per
hitungan ingzaran  Pendapatan dan pBelanja Dmerah serta
petuina adninistrasi keuangan,

pasal 56

Untuk uwenyelenggarekan tugas terselut pada Pasal
55 peraturan paerah ini, Dagian Keuangen weapunyal
fungsi g
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Pusel 53 Title
Bagian Kepogawaian terdiri dari . '

a. Sub paglan Unun Kepepawaian ;
b. sub pagian Mutasi pepawai ;
c. Sub pagian pengenbangan pepaval ;
d. Sub pagian piklat pegawai.
Pusal 54
(1) sub pagian ymun Kepegavaian mempunyai tugas mengua
pulkan bahan penbinaan' kadudukan hukunm pegawai dan
menghimpun peraburan pPerundang-undangan Pepegawaian i’
serta penyelesaisn aduwinistrasi penberhentian dan
.+« . pensiun pegawai ;
(2) sub pagian Mutesi pegawai meupunyai tugas melakukzn
penyelesaian aduinistrasi kepangkatan,gaji, pensiun
dan outasi kepegaualan lainnya ;

(3) sub pagian pengenbanga. pezawai mnenpunyai tugas ne
ngunpulkan bahan penyusunan perencanaan pegawai, oe
snyusun formasi serta penberian penghargaan dan tan

da jasa serta PEﬂblM“l me;;tal ;egawal 3

() Sub Bagian piklat Pegaun... ilenpurysi tugas mengumpul
kan bahan penyusunun progran pendidikan dan pelatih
an Aparatur/Kepegevaian cdan penyelenggaraan pelatih
an, Pengajaran, Ujian Dinas dan latihan Frajabatan.

Ift.._:'!&l 55

Dagian Keuangan nenpunyal tugas® nelaksanakan dan 0)
nengkoordinasikan peudyusuran program, perubahan dan per
hitungan Anggaran pendajpaten dan pelanja paerah serta
neubina adninistrasi keuangzan,

Pasal 56

Untuk menyelenggurakan tugas tersebut pada pasal .
55 peraturan paersh ini, paglar Keuangan weupunyai
-rungai :
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8 Hénguupulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhi
“ tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja [aerah ;

E. Mengelola aduinistrasi keuangaa Daerah ;

¢. Menguji kebanaran penagihan dan penerbitan surat pe .

rintah menbayar uwang (SPMU) dan wengadakan peumerikda
an keuangan, serta meabina peroendaharaan ;

d. Menguupulkan bamhan penyusunan pedowan dan petunjuk
teknis pembinaan aduninistrasi keuangan,

Pasal 57
Bagian Keuangan terdiri dari ;

a, Sub Bagian Anggaran ;
b' E'lb mﬁ‘i‘an PEﬂbuk-u&n' ; - ":'
c. Sub Begian perbendahdraaths’ =~

Pasal 58

(1) sub Bagian Anggaran ‘nempunyai tugas mengumpulikzn bz
" han penyusunan rencana dan perubahan APBD, pegunjux
teknis pelaksanaan APBD serta nenyiapkan dan zenyu
sun Nota Keuangan yang akan disampaikan kepads DPRD;

(2) sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas nelakukan pen
bukuan secara sistimatis dan kronologis serta zenyi
apkan bahan penyusunan perhitungan anggaran,dan pe
periksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran ru
tin den pembangunan ; :

(3) sub Dagian Perbendeharaan wmenpunyai tugas menerbit
kan SPMU, uenguji kebenuran penagihan, nenbina keta
ta usahaan kouangan, penyelesaian nasalah perbenda
‘haraan dan ganti rugi serta nmeabina perbendaharaan,

pasal 59

paglan Qrganisasi weupunyail tugas nelaksanakan pe
nyusunan pedouan dan petunjuk teknis pounbinaan kelewba
" gaan, ketatalakeanaan, peubinaan PAN, pengolahan data
dan mengelola perpustakaan,
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pasal 60
Untuk nenyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal
59 peraturan paerah ini, pagian (rganisasi mnempunyai
fungsi ; ¢

a. Mengunpulkan dan mengolah data serta renyiapkan ba
han penbinaan dan penataan lk3lenbagaan ;

be Hengunpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis penbinaan kctatalsksanaar. yang meliputi tata
kerja, netode kerja daa progedur kerja ;

¢y Menguupulkan balan penyusunan pedoman dan petun,]uk
teknis sistiu pengunpulan pangolahan dan penyajian
data ;

d, Menguopulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk

teknis penbinaar PAN serta nengelola dan mengeubang °

kan perpustekaan,

Pasal o6l
pagian Qrganisasi terdiri dari ;

a. Sub pagian Kelembagaan ;
b, Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
ce. Sub pagian Perpuatakaan i
d. sub Bagian Pengolahen. da‘Ls..l

Puaa.l 62 ..

(1) sub pagian Keleml..tgaan iicmpunyai tugas nengunpulkan
bahan penyusunan ‘pedoman-den petunjuk pembinaan dan
penataan organisasi dalaa lisgkungan penerintah pee
rah, Instansi vertikal [epartemen Dalan Negeri dan
perangkat yilaych agminlatratlp.

(2) sub pagian Ke uataial.paman meupunyai tugas nengun

pulkan bahan penyustnan peavman dan petunjuk teknis

embinaan dan pe.aetaan siptim, metode dan prosedur
erja serta pendayagunaan ;;pa.rat-ur Negara ;

(3) sub pagian perpustakean menpunyai tugas nalnkukan
pengelolaan dan puleayanan Lerpustakaan;; .

)
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W |
(4) Sub Bagian pengolahan Data neupunyal tugas mengun
. -~ pulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
sistin penguupulan, pengolahan dan penyajian data,

pasal 63

Dagien perlengkapan aeapunyai tugas melaksanakan
. penyusunan progreinn kebutuhan perbekalan dan pengelolaan
perlengkapan serta meuwbina aduinistrasi perlengkapan

dan nateriil,

pasal 64
Untuk wenyelenggarakan tugas tersebut pad,a Pasal
63, pagian porlengkapan ncmpunyai fungsi i

“‘a. Mengumpulkan bahan pan:,rusunan ‘rencana kebutuhan per
bekalan ;

b. Halakukan pengadaan perlengkapan dan perbekalan ;

¢. Menyiapkan dan memelihara perlengkapan ;

d. Mendistribusikan perlengkapan dan perbekalan ;

e. Melakukan aduninistrasi perbekalan den naberiil.

Pasel 65

Bﬁﬁlﬂﬂ Perlangkapan terdiri dari g . -
a, Sub Bagian Analisa kebutuhan ; | e

b, Sub Bagian Pengadaan ;
¢, Sub Bagian Penyinpanan dan d:l.stribuai.

. Pasal 66

(1) sub mg:.a,n Analisa Kebutuhan nempunyai tugas wengun
pulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perleng
kapan dan perbekalan penerintah paerah ;

{2) Sub pagian Pengadaan mnenpunyai tugas uenguupulkan
bahan infornasi serta nenilai nutu perbekalan, uela
" kukan tender dan penberian perlengkapan dan perbe
kalan pemerintah paerah ;

(3) sub Bagian Penyinmpanan dan Distribusi uunpmwu tu
gas nelekukan adninistrasi peneriusan dan pengeluar

an perbekalan, nengatur penyiupanan, distribusi dan
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@n penyiapan penghapuscn -serta nelakukan peravatan dan
peaeliharaan.
' pasal 67

pagian puun nempunyai tuguws nelakukan pembinaan ke
a’sipan dan ketataushhaun, (rusan Ruuan Tangga dan pro
tocol,

pasal o8

yntuk nenyelenggaraken tugas tersebut pada pasal
€1 seraturan paerah ini japian ymun nenpunyai fungei
., ypelakukan kegiatan ketetauschaan pumpinan dan puuc;

t, pelakukan penbinuan kearsipaun ; ¢
2s yelakukan urusan ruuah tangga svkretariat yilayah/pa
erah ; 4 |
d, velakukan urusan keenanan dalan, terhadap personil,
‘zateriil d an inforuasi ; 2

€. yelakukan urusan protokol dan per,]alanan diras serta
kauangan setwilda.

" pasal 69
jagian poua terdiri dari .

&s Su> pagian Tata Usaha Piopinan dan Keuangan setuzlda
b, sub pagian Rumah Tangga ;

c. Sub Bagian gandi dan Teleknnum.l.asi

d. Sab pagian Protokol.

pacal 70

(1) sub pagian Tata ysahc Tiopinan dan Kaunngan Setwil
€a Bienpunyai tugas pelaxukan urusan tata usaha pin
pinan, dan tate usana uoun, nengendalikan dan nembi
na kna.rﬂipan gorta malakukan tata usaha . keuangan
getwilda ; .

(2) sub pagian Runian Tangga neapunyai tugas' wnelakukan
urusan ruush tangga: yang neliputi pelayanan angkut
an ddn perawatan kendaraan dincs, akomodasi dan ru
angi.n, runah jalatan - serta uenelihapa kelborsihan
Kantor, ' ' rag il

b
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(j)'subiungian Sandi den Telekouunikasi ueupunyai tﬁgaa
‘melakukan pengiriman dan penerimaan berita sandi

dan telekomunikepi, mneubina dan ueoelihara alat
alat’'sandi serta pengowanan terhadap inforuasifbiri

ta sandi dan telekonunikasi

(4) Sub pagian protokol mneupunyai tugas welakukan urus |
an penyusunan acara den aeduinistrasi per jalanan di
nas Pimpinan pemerintah paerah.;

| Bagian Ketiga
* Kelompok Jabatan Fungsional
pasal _"71
Keloupok jabatan fungsional veupunyai tugas opelak

sanakan sebagaian tugas Peuerintah Devrah sesuai dengzn
keahlian dan kebutuhan. R

Pasal 72

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dibeksud peda pasal 71
Peraturan paerah ini terdiri dari sejualah tenaca
dalan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalan
berbagai kelonpok sesuai dengan bidang keahlisnnya;

(2) setiap Kelonmpok terscbut pada ayat (1) Pasal ini di
Piopin oleh seorang tenaga Fungsional simior  yang
ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenanj, dan bertang -
gung jawab kepada sekretaris Wilayan/Daerah ;

(3) Juulah Jabatan Fungsional terscbut pada ayat (1) Pa
sal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja j

(4) Jenis dan Jaﬂu?ﬁijnhm fungsional tersebut pada
]

-

ayat (1) pas diatur sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yanyg buorlaku,
paglan keeupat
Tata Kerja
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pasal* 73
(1) palin melaksanakan tugasnya Sekwilda, para Kepala

-+ dajyepala sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi
" intlgrasl dan sinkronisaci secara vertikal dan hori

aaﬂul ;
(2) aaqn..ap Pimpinan satuzn orpanisasi dalan lingkungan
%4ilda bertangpgung jawao nenminpin dan mengkoordi

wpdrkan bawahannya wasing - omasing dan nemberikan
sbingan serta patunjuk—pauunjuk bagl pelaksanaan

t%tas bawahannya,

pasal 74

(1) seiap Pinpinan datuan Qrganisasi mengikuti dan ne
ng'thi petunjuk-petunjuk den bertanggung jawab kepa
e atasan nasiag - mna.mp dan menyanpaikan laporan
‘ach waktunya ;

(2) leviap laporan  yang diteriza oleh pimpinan gsatuan
rzanisasi dari bawuhaa, diolah dan dipergunakan
sgoapal bahan penyusunan lebih lanjut untuk nenberi
nn petunjuk kepada oJawahan.

. Pasal 75

fq'a Kapala Sub [t ian menyanpaikan laporan pada
wektund kepada Kepala Ba.ian sesuai dengan bidang tu-
gasn/g dan para Kepala Sub Bagian menampung laporan ter
sebw dad uenyusun laporan untuk d.iaanpaikan tzpat pada
wak'!*.n;,re kepada Sekwilde. ; .

Pﬂsal 76

alan manyampaik:_n laporaw. kepada atasan tembusan

laporay disgopaikan pula kepada satuan organisasi lain
yang seara fungeiousl rempunyai hubungan kerja.

mgal 77

:xdam nalakuanakan tugainys setiap p:l.npimn aa'bua.n
organisssi dibentu oleh pimpinan satuan organisasi ba-
wahanny dalan rangka pemberisn: bimbingannya kepada ba
wehan msing-uasing uongadakau rapat berkala.
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Pasal 78 £

Kepala Sub Bagian gandi dan Telekouupikasi dalan™" |

nenjalankan tugasnya teknis operasional berada;dibawah -
dan bertanggung jawab kepada Sekwilda, pedany teknis
adninigtratip berada dan bLertangguoy jawab kepada Ke
pale pagian Uuuy.

. DAD III
SEXRETARIAT 'DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
el papgian pertana
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan 3Jusunan Qreranisasi

~ pasal 79 :

(1) sckretariat pewan perwakilan Rakyat laerah adalah
Unsur staf yang nenbantu piupinan Dewan perwzkilan
Rakyat Daerah Tingkat II dalau uenyelencgarskan tu
gas dan keﬁﬁ;ibanny& s

(2) sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat [aerah dipia

pin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwskilan Rak
yﬂt merah- 4

pasal 80

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat pmerah neopu
nyai tugas nelaksanakan segala usaha dan kegiatan &a
lan nenyelenggarakan sidang-sidang, urusan ruush tans

ga dan Keuangan Dewan Pperwakilan Rakyat Imerah ;

pasal 81

Untuk uan{elenggarakan tugas tersebut pada pasal
80, sekretiria Dewvan Perwakilan Rakyat Deeral nempu
nyai fungsi ;

a, Koordinasi dalan arti pengatur dan uéuhini DL: ker ja
an pensinkronisasikan se
iau?ﬂuﬁ J;‘;ﬁﬂﬁ:ﬁ:ﬁ:ﬁ“ﬂu&p sekretariat pewan Perva
kilen Rakyat paerah ; e
b, perencanzan dalam arti wenyiapkan rynoama, uengolah
nenelash, dan nengkoordinagikan perususan kedijeksa
naan Piupinan pevan pervakilan Rekyat pmerah ;
¢. Pedlinaan, ...'.._._.‘..

o

Dipindai dengan CamScanner



= 30 #

e. penbinaan aduinistrasa dalan arti neubina urusan e
ta ysaha, mengelols dan roubina Kepegawaian, mengelo
la Keuangan dan perbu<alan pewan perwakilan Rakyat
pacrah ;

& Nenyelenggzarakan persiurhpan dan pembuatan risalah
rapat-rapat yanﬁ disolenggarnkan oleh powan perwakil
an Rakyal paer _

« Memelihara dan wenbina ketertiban serta keansnan da
lan,

peoal 82 ‘

[ 3] gmtariat Dewan porvukilan Rakyat paerah terdiri
t

8. S“b Bﬁgi‘n Uiua )
b. Sub pagian Repat dan Riralah ;
c. Sub pagian Keuangan ;

@) sub pagian tersebut ayat (1) dirimpin oleh seorass
Kepela Sub Bagian yanj; terada cibawah dan bertans
gung jawab langsung kepada Sekretaris pewan perwa
kilen pakyat paerah.

pasal 83

sub Bagian Umum mempunyai tugas ;
= Menyiapkan penyelenggeraan rapat - rapat pewan perwe
kilen Rekyat pnerua ;
& Menyiapkan rencenu peijalanan Dinas pimpinan dan Ang ‘
gota-engpota Dewan perveasilan Rokyat paerah ;

& Melakukan urusan rumeh tangga, rungh jabatan dan ge
dung-gedung [evan jperwvakilan Rakyat paerah ;

& pengurus kendarern diaag den Larang - barang leinaya
dan pelakukan keanunan pada Kartor pevan Pa.ruakilan

Rekyat [merab ;

m Melesukan urusan surat menyurat yung diperlukan oleh
Devan perwvakilan Ral sat pnerah,
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Pasal 84
gub paglan Rapat dan Risalah mewpunyai tuges ;

a, Menyelenggarakan penbuatan Risalah rapat-rapat Dewan
perwakilan Rakyat Daerah j

b, Menyiapkan penerimaan tanu-~tamu Pioplnan [ewan perva
kilan Rakyat Daerah ;

¢. Menyiapkan rapat-rapat yang dipeler, arcken oleh e
wan perwakilan Rakyatl paerah, baik soal jdoinistrasi
naupun tata tenpat,

pasal 85

Sub Bagian Keuangan menpuhyai tupas :

a. Merencanakan Anggaran pengeluaran Sekretariat [ewen
pervakilan Rakyat Daerah ;

b. Mengurus Keuangan untuk keperluan pewan perwncilan
Rakyat paerah ; '

c. Menyusun laporan keuangan Sekretariat pewan perwakil
an Rakyat Daerah.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 86

Sekretariat Dewan Perwakilan Rekyat [Deeruh dalaz
menjalankan tugasnya bertanggung javab kepada Ketua De
van Perwakilen Rakyat Daerah dan Teknis Aduinistratip

mengikuti petunjuk dan dibina oleh Sekwilda,

pasal 87

* (1) Dalan nelakukan tugasnya Sekrotariat pDewan perwakil
- an Rakyat paerah dan Para Kepala Sub Jagian wenerap
kan prinsip Keoprdinasi, Intregrasi dan Sinkronisasi.
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(2) 9¢dap pimpinan gatuan norganisesi dalam Lingkungan
Mksetariat pewan porwakilan Rekyat paerah bertang
g2 javab memimpin dan meagkoordinasikan bawahan
ne msing - masing wan wewberikan bimbingan serta
priunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

pasol 88

(1) setlep pimpinan daalam satuan organisasi wajib me
ngZeni dan mewatuhi petunjuk-petunjuk dan bertang
guy awab kepanda etasan masing-masing dan menyan
pe‘tar laporan berkala puda waktunya ;

(2) Sedia: laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan
orjarisasi daei bawahau, wajib diolah dan dipergu
naar sebagali buaen penyusunan laporan lebih lan
s ¢n untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada
tawaln,

BAJ IV

LALN - LAIN
Pasal 87

susutar Qorgaulsasi getwilda sebagaimana lampiran |
peraturar gerah ini, merupakan satu kesatuan yang ti

dak terp:s:ikan,
rasal 9UI]' _
Jenang Jabatan dan kepungkatan serta Susunan Ke

pegavaia llatur sesual dengan Pperaturan Perundang-un
dangan mg berlaku.
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PENUTUP
Pasal 91

(1) Dengan'berlokunya Pperaturan paerah in.t waka Pep
aturan paerah gabupaten Dnearah Tingkat 17 pagelang
Womoxr 7 Tahun 1990 dan ketentuan - ketentuan lain
lain yang bertentangnn dengan peraturan [merah ini
dinyatakan tidak berlaoku. .

’ (2) Hal = hal yang belum diatur dalau peraturan Laersh
ini akan diatur tersendiri.

. Pasal. 92- -
peraturan Daerah ini mulai berlaku pesda tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, meamerin
tahken pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penen
patannya dalam I.embaran Daarah Kabupaten paersh Ting

oo LA

Kota Mungkid, 21 September 1992

D.P.R.D. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
’ {’ KABUPATEN DATI II MAGELANG MAGCELANG
: KETUA el
ttad NN T §
SUGIHARDJO ~ MOHAMAD SOLIHIN
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Dengan Keputugan uubernur
Kepala [Dmerah Tingkat I
Jawa Tengeh
Tanggal 16 pebruari 1993, Nomor 186,3/101/1993
An, Sekretaris Wilsyah/Dacrah Tingkat I -
Jawa Tenzeh

Kepala DBiro Hukum ‘
ttad |
SARDJITO, SH

NIP. 500 034 373

Diundangkan Dalanm Lembaran Deersh
Kabupaten Daerah Tingket IT Magelang
Nomor 3 Tahun 1993, Tanggal 23 pebruari 1993
Serie D ; Nomor 3
Sekketaris Wilayah/Daerah

tta

Iree TOEHA L I,
Poubina Tingkat I

NIP, 500 031 722
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 1992

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI Dall TATA KEAJa
SEXRETARIAT WILAYAH/ DAERAM
DAN SEXRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UaERAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Is P SAN UMUM,

peraturan paerah ini merupakan landasan kerja
bagi Sekretariat Wilayah Kabupaten paerah Tingkat II
Negelang dan Sekretariat Dewan pPerwakilan pakyat [me
rah Kabupaten paerah Tingkat II Magelang.

Susunan Qrganisasi Sekretariat Wilayah/Dneran dan ge
kretariat pewan perwvakilan Rakyat Dmerah Kabupaten-
paerah Tingkat II Magelang seoula diatur dengsn Per
aturan Daerah Kabupaten Danerah Tingkat II Magelang
Nouor 1 Tahun 1979 yeng telah diubah beberspe kali
)m.itl.l de;ngﬂn : z - .

1). peraturan Daerah  Kabupaten Daerah Tingkat II e

gelang lNooor 7 Tehun 1982 tentang Perubahan Per
tana Peraturan Daerah Kabupaten Dmerah Tingkat
II Megelang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Susunan
Orgenisasi dan Tata Kerja Sekretariat wilayah/ma
erah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Magelang dan Se
kretariat pewan perwakilan Rekyat Dmerah Xabupa
ten Daerah Tingkat 11 Magelang.
Rerdasarkan perda Nomor 7 Tahun 1982, ini Setwil
da Tingkat II Kabupaten Magelang terdiri dari 8
(delapan) Bagian, satu Setwan dan 35 ub pagian
dengan perubahan yaitu Penanbahan 3ub Sejian Ben
cana alan pada Bapian Kesra.

2)e Peraturan Daerah Kabupaten Dmerah Tingkat II Ma
gelang Nowor 2 ‘Tahun 1985 tentang perubahan ke
dua peraturan Daerah Nomoe 1 Tahun 1979 tentang-
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hdd s -gusunan organisusi dan'Tata ferja gekretariat yila
yah paerah Kabupdaten pacrah Tingkat II Magelang dan
gekretariat pewan perwakilan Rakyat paerah Kabupa
ten paerah Tingkat II Mageiung.

perdasatkan peraturan paerah Nomor 2 Tehun 1985 ini
- getwilda Tiiigkat I Kabupatsn yagelang terdiri dari
9" (zenbilan) pagian, satu getwan dan 39 Sub pagian

dengan perubahan yaitu pengembangan gub pagian Hu
mas dan protokol pada pagian ynus dan protokadl. ‘

3).. peraturan: [nerah Kabupaten paerah Tingkat I1 Nomor
7 -tehun 1990 teutnvg . Ferubahan ketiga terhadap per
_aturan pacrah tomor ‘1 Tahun 1979 tant.ang susunan Qr
ganisesi. dan Tata Kerja' ‘Sekretariat wildayah paerah
Kabupaten Daeraud Tingkat TT Magelang dan Sekretari
at-peval pervakilan “pakyzt Dmerch j{ahupaten prersh

ngkat 5 ¢ & pagelang. |
Berdasarkan perds-Nomor 7 pahun- 1990, getwilda
kat TT Kabupaten jagélang terdiri dari 11 (sebelas
Bagian, satu getwan dun 46 gub pagian, dengan per
‘ubahan yaltu " Sl
_ @. Pemecahan Bagian Pa.nerint.ahan manjadi Bagian pe
merintahan ymum dan- Bagian Péuarintm pesa ;

b. Pemecaha_n Bagiai Hukum dan crtala mjadl Bagian
; HUKum.danJBEE?ﬂn-Drtﬂlﬂ v e

_,M G Panambahan su'b Bagian Pembir.aan RSPD pada Bagian ‘
HHMB. ek

-~ pengen semakin nerkambangnya pelaksanaan tugas pe
- myelenggaraan pemerintahau, pelaksenaan pembangunan,pen
“Binaan masyarakat, Jempoirsan administrasi, organisasi
‘dan tata leksana serta guna meningkatkan pelayanan kepa
#: seluruh Instansi dan Masyarakat, agar didalam pelak
:4-' " eenaannya depat berjalan lancar, berdaya guna ‘dan berha
2! & puna, maka dipandang perlu diadakan = penyempyrnaan
1 -fenyempurnaan terhadap peraturan pmerah xabupaten pae-
o) Tingkat IT Mageleng Nomor 7 Tehun 1990 tent
swan Qrganisasi dan Tota Kerja sekrotariat wilay:gfmﬂ
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rah Kabupaten paerah Tingkat II Magelang dan Sekretari
at Dewan pPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting

kat II Magelang dan menyusun kembali peraturan Daerah
yang sama dengan berpedomon pada g

Keputusan Menteri palam Negeri Nomor 28 Tahun 199%, -ten
Pedoman Qrganisasi den Tata Kerja Sekretariat yila

mmarah Kabupaten/Kotamedya Daerah Tingkat II dan ge

kretariat Dewan perwakilan Rekyat paerah Tingkat II,

Dengan demikian meka dengan ditetapkennya Peratur
an Daerah ini, maka Peraturan Dacrah Kabupaten [ati II
Magelang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Susunan Qeganisasi
dan Tata Kerja Sekretariat wilayah/paerah Kabupaten [a
erah Tingkat II Magelang dan Sekretariat pewan Perwekil
an Rekyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang -

beserta peraturan-peraturan LCaerah Perubahan sebeluanya
sudah tidak berlaku lagi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASALs
pasal 1 : -Cukup jelas. ~ = -

pasal 2 : - gSekretariat yilayah / Daerah yang selan
jutnya disingkat Setwilda, adalsh unsur
staf yang berada dibawah.dan bertangguns
jawab langsung kepada Bupati Kepala Das
rah. ) B s

- getwilda -dipimpin oleh seorang Sekreta
" ris Wilayah/paerah yang kemudian disebut
Sekwilda. oleh’ karena itu Sekwilda sudah

mengandung pengertian Sekretaris yilayah
dalam lingkungan Kabupaten.

pasal 3 3 Cukup jelas, . W) '

pasal ‘4 -3 Fungsi Koordinasi meliputi semua aspek pe

. . nyelenggaraan pemerintahan,Pembangunan dan
Kemasyardkatan baik yang bersifat horisen

tal maupun vertikal. |
pasal 5 pampal dengan 12 ; .Cukup jalz_m. '

J 1|'|1| L] T
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pasal 13 ; « dalam menjalank.: tugas ian
; borpodnnm{ pada Unda ug nﬁndaﬁgrmm%m
mahun 1979 tentang marintuhan Desa ;

= paglan pemerintehan Desa di getwilda da
lem arti meapunyai hewenangan pula da
lam hal peme1 ir.tuhan galuragan yang ada

, di yilayah yabup.ten,
meal 14 sampai dengan 29 3 (ukup jelas,

Rsal 30 ; Sub pagian padn pagian perekonomian terdi
ri dari sub pugian produksi daerah bidang
11, karenc tiap gub pagian mengurusi bebe
rapa Suh Sektor pembangunan .

Rsal 31 sampai dengan 38 ; Cucup jelas.

psal 39 (1) : - sub Bipian-gesejohteraan juga namnga
ni masalah bencapa yang.
ngaJdakun observasi- medan,penyusun | n&n
cana-rencana uan usul - usul penanggu
langan flsik serta penyelamatan para
kurban bencana, meningkatkan motivasi
/penerange. kepada penduduk yang ter
anicam serta mengusahakan dana/bantuan
- Mengatur pemberian ijin terhadap kegi
atan-kegialan sosial yang berhubungan
dengan pertunjukan-pertunjukan,undian
pasar malam dan lain-lain.

pmsel 39 (2) ; - sub pagian piasa, pendidikan dan Kebu
deyean juga meupunyai tugas mengkoor
dinasikap pereuncanaan kegiatan-kegiat
an memupuk hopercayaan rekyat dalanm
bicang Fesugampan dan Kepercayaan ma-
ging-waping eerta kegiatan peningkat
an kerukunan hidup beragama,

meel 39 (3) ¢ - Cukup jelas.
meel 4O sampai dengan 47 ¢ Cukup jelas,
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Pasal 68 (a) 1 memberikan pelayanan ketatausahaan ter
hadap Piupinan dan pinas/Instansi, La
gian di lingkungan Ppewerinteh paerah
fingkat II.

pasal 69 ¢« Cukup jelas.

Pasal 70 (1) kelompok jabatan fungsional terdiri de
ri sejuulah tenaga ahli yang secara
operasional bLertugas uaenangani kegiat
an-kegiatan tertentu sesuzi denjan bLi
dang keghliannya pada Unit-unit gerja
tertentu yang dalam pelaksamnamnya ti
dak bertanggung jawab pads piupinon
Unit Kerja yang Dbersangkutan tetapi
bertanggung jawab kepada Sekwilda ,

Pasal 72 (2) pimpinan tenaga fungsional ditunjuk
oleh Dupati Kepala Daerah dalam arti
usulan berasal dari DBupati gepala ime
roh yang disampaikan kepada Cuoernur

Kepala Daerah.

pasal 73 sanpai dengan 77 ; Cukup jelas.

Pascl 78 . tugas Sub Dagian ini perlu wengacankan
juga hal-hal yang bersifat teknis kouwu

nikasi yang kebijokan langsungnya dari
sekwilda.

pPasal 79 saupai dengan 85 : Cukup jelas.

pasal 86 : Set DPRD adalah [Leabaga aduinistrasi
yang diperbantukan kepada DPRD, sehing

pa teknis aduinistratif wnenyesuaiken
dengan petunjuk-petunjuk dan penbinaan
dari m«k”ildﬁi

pasal 87 sanpal dengan 92 : Cukup jelas.
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